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LUKMAN HAKIM ADAM (B111 09 455), ” Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Putusan Nomor: 
1068/Pid.B/2011/PN.Mks) di bawah bimbingan bapak Imran Arief selaku 
Pembimbing I dan ibu Dara Indrawati selaku pembimbing II. 
Penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis yang bertujuan untuk mengetahui 
penerapan hukum pidana materill terhadap perkara tindak pidana 
perikanan No. 1068/Pid.B/2011/PN.Mks. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan 
mengambil salinan putusan yang terkait dengan judul skripsi.Serta 
melakukan wawancara langsung dengan hakim yang menangani kasus 
yang penulis teliti ini, dan hakim-hakim lain yang pernah menangani kasus 
serupa. Penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan menelaah 
literature maupun buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang 
dibahas di dalam skripsi ini.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan hukum pidana pada 
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BAB   I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan, yang 
terbentang dari Sabang sampai Merauke dan sebagian besarnya terdiri 
dari perairan, sehingga  banyak terdapat sumber daya ikan yang bisa di 
manfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.  
 Perikanan merupakan sumber daya ekonomi yang strategis untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.Ini karena Indonesia terdiri 
dari 74,3 % laut dan 25,7 % daratan.Perairan laut Indonesia seluas 5,8 
juta km2, yang terbagi atas 0,3 juta km2 laut territorial (territorial sea), 2,8 
juta km2 perairan nusantara (archipelagic waters), dan 2,7 juta km2 zona 
ekonomi ekslusif (ZEE). 
 Indonesia yang merupakan Negara kepulauan memiliki 17.508 
pulau besar dan kecil.Pulau – pulau tersebut membentuk 50 selat dan 64 
teluk.Paparan Sunda yang terletak di bagian Barat dan Paparan sahul di 
bagian Timur terbentuk karena dasar laut yang sedemikian 
rupa.Keduanya dihubungkan oleh Selat Makassar di sebelah Barat dan 
Perairan Maluku di sebelah Timur. Dasar perairan ini serta lingkungan 
demersal dan pelagis di atasnya, umumnya, merupakan bagian yang 
produktif sebab sinar matahari  yang merupakan sumber energi utama 
bagi semua kehidupan di laut  dapat menembus hingga ke dasar laut. 
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 Perikanan di Indonesia adalah salah satu sumber daya alam  yang 
merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dikelola 
sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 
ayat (3) disebutkan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”.   
 Pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dilakukan secara 
terus-menerus bagi kemakmuran rakyat, sejalan dengan itu sudah 
semestinya bila pengelola dan pemanfaatannya diatur secara mantap 
sehingga mampu menjamin arah dan kelangsungan serta kelestarian 
pemanfaatannya dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pembangunan 
nasional.Apabika pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan 
kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan yang ada misalnya dengan 
menggunakan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan 
lingkungannya yang tentu akanberakibat terjadinya kepunahan. 
 Namun, fakta di lapangan, dalam  pemanfaatan hasil laut banyak 
terjadi penyimpangan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum–oknum 
atau pihak–pihak tertentu demi keuntungan dan kepentingan pribadi 
masing-masing. Yang menyebabkan banyaknya kerugian di bidang 




 Terdapat lima undang–undang yang relevan dengan Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3)  dan telah disahkan, yaitu 
Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–
pokok Agraria (UUPA), Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang 
Perikanan (UU Perikanan), Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 
tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang), Undang–Undang Nomor 
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), dan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penimbangan Keuangan 
Pemerintah Pusat dan Daerah. 
 Di dalam konsiderans UU Perikanan ditegaskan bahwa dalam 
rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan wawasan nusantara, 
maka sumber daya perikanan harus dikelola  sebaik-baiknya berdasarkan 
keadilan. 
 Agar terciptanya sistem pengelolaan sumber daya alam perikanan 
yang bertujuan kemakmuran rakyat yang sebesar–besarnya maka 
ditetapkan atau diaturnya ketentuan–ketentuan antara lain : 
a. Alat-alat penangkapan ikan 
b. Jumlah yang boleh ditangkap serta ukuran dan jenis ikan yang tidak 
boleh ditangkap 
c. Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh semua kapal-
kapal perikanan dengan memperhatikan juga ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku tentang keselamatan pelayaran.  
d. Musim, daerah, dan jalur penangkapan 
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e. Pencegahan kerusakan, dan pencemaran 
f. Peningkatan dan rehabilitasi sumber daya ikan serta lingkungannya  
g. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan (Pasal 4 
UU Perikanan) 
h. Penebaran ikan jenis baru   
 Sistem pengelolaan diatas ditujukan untuk meningkatkan taraf 
hidup petani ikan kecil dan nelayan, yang termasuk golongan 
berpendapatan rendah.Sehinggan dengan adanya sistem tersebut 
diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup petani ikan kecil dan 
nelayan serta para pelaku atau kelompok masyarakat yang terlibat 
langsung dalam kegiatan perikanan, dan bermanfaat sebesar-besarnya 
bagi kemakmuran rakyat. 
 Sumber daya alam perikanan juga perlu di jaga kelestariannya, 
Sehingga diatur dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup.UU 
Pengelolaan Lingkungan Hidup berfungsi sebagai kerangka normatif agar 
kelestarian sumber daya perikanan tetap terjaga. Sumber daya perikanan 
meski memiliki daya pulih kembali pemanfaatannya harus terkendali 
secara bijaksana sehingga menjamin baik kepentingan generasi masa ini 
maupun generasi masa depan. 
 Agar tercapainya tujuan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, 
maka setiap orang atau kelompok orang atau badan hukum berkewajiban 
memelihara fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi 
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.Selain itu, mereka 
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berkewajiban pula memberikan informasi yang benar dan akurat 
mengenai pengelolaan lingkungan hidup. 
 Pasal 3 dan Pasal 10 UU Pemerintahan Daerah, mempunyai kaitan 
dengan pengelolaan sumber daya perikanan, yakni ketentuan mengenai 
wilayah daerah (Pasal 3) dan kewenangannya. 
 Wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari 
garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan adalah 
Wilayah Daerah. 
 Khususnya di dalam wilayah laut, kewenangan daerah mencakup 
lima aspek, yaitu : 
a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut 
sebatas wilayah laut tersebut; 
b. Pengaturan tata ruang; 
c. Pengaturan kepentingan administrative; 
d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah 
atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah pusat; 
e. Bantuan penegakan pengamanan dan kedaulatan Negara. 
 Sumber daya perikanan yang sangat strategis dan kaya, serta 
adanya aturan–aturan atau norma pengelolaan berorientasi kemakmuran 
dan pemerataan, harusnya berjalan sebanding dengan tingkat 
kesejahteraan masyarakat nelayan dan para pelaku atau kelompok-
kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pemanfaatan 
potensi sumber daya perikanan. Tetapi, fakta yang terjadi di lapangan 
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justru sebaliknya. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik, jumlah penduduk 
miskin pada tahun 1995 tercatat 22 juta orang dan sekitar 22% adalah 
nelayan. Jumlah ini meningkat lebih dari empat kali lipat seiring dengan 
munculnya krisis moneter. 
 UU Perikanan memberikan perbedaan  antara nelayan dan petani 
ikan. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 
penangkapan ikan, sedangkan petani ikan adalah adalah orang yang 
mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. Selain itu, di 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha 
Perikanan, terdapat pula istilah perusahaan perikanan, yaitu perusahaan 
yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga Negara 
Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. 
 Perundang-undangan yang mengatur ketiga konsep tersebut tidak 
merinci perbedaannya masing–masing, tetapi dalam praktiknya tampak 
jelas perbedaan–perbedaan yang ada. Nelayan dan petani ikan lebih ke 
perseorangan yang melakukan kegiatannya dengan alat atau teknologi 
serta manajemen tradisional, sedangkan perusahaan perikanan, 
perseorangan atau badan hukum yang menggunakan alat atau teknologi 
serta manajemen modern (Sudirman Saad, 2003:5) 
 Seiring dengan perkembangan zaman, banyak para nelayan yang 
melakukan penangkapan sumber daya ikan dengan menggunakan segala 
cara, termasuk dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang dapat 
merusak ekosistem dan kelangsungan sumber daya ikan seperti pukat, 
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alat–alat kimia dan alat berbahaya lainnya (illegal fishing) demi mengeruk 
keuntungan yang sebanyak–banyaknya.  
 Demikian juga masyarakat seiring dengan kemajuan yang dialami 
dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. 
Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat 
berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan 
keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran 
terhadap peraturan-peraturan itu bertambah (Leden Marpaung, 2009 : 1) 
 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji  
lebih lanjut permasalahan mengenai Tindak Pidana Perikanan Dan 
menuangkannya ke dalam Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Putusan Nomor 
1068/Pid.B/2011/PN.MKS) 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan Latar Belakang Masalah sebagaimana diuraikan diatas, 
maka penulis mengemukakan rumusanmasalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum pidanamateriil terhadap 
pelakuTindak Pidana Illegal Fishing menurut Putusan Nomor 
1068/Pid.B/2011/PN.MKS ? 
2. Bagaimanakahpertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap pelaku Tindak Pidana Illegal Fishingmenurut Putusan Nomor 
1068/Pid.B/2011/PN.MKS  ? 
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
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Adapun tujuan dan kegunaan penelitian dalam skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui penerapan hukumpidana materiil terhadap pelaku 
tindak pidana illegal fishing menurut Putusan 
1068/Pid.B/2011/PN.MKS. 
b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing menurut Putusan 
1068/Pid.B/2011/PN.MKS. 
2. Kegunaan penelitian 
a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan 
masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada 
umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya terutama bagi 
yang berhubungan dengan proses peradilan tindak pidana illegal 
fishing. 
b. Juga sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca 









BAB   II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak Pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu 
strafbaar feit, namun strafbaar feit  tidak mempunyai penjelasan resmi. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya, asas-asas hukum 
pidana di indonesia memberikan definisi “tindak pidana”atau dalam 
bahasa Belanda strafbaar feit, yang sebenarnya  merupakan istilah resmi 
dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang 
sekarang berlaku di indonesia.(Wirjono Prodjodikoro,2003:1). 
Sedangkan dalam buku Pelajaran Hukum Pidana karya Adami 
Chazawi, menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari 
istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “strafbaar feit “, 
tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar 
feit itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari 
istilah itu.Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat. 
Oleh karena itu para pembuat undang – undang di Indonesia 
mengartikan strafbaar feit  menjadi “Tindak Pidana” sebagai kata 
pengganti. 
Secara harfiah tindak pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan 
pidana merupakan beberapa istilah dari penterjemahan istilah strafbaar 
feit ke dalam bahasa Indonesia, dimana istilah strafbaar feit ke dalam 
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bahasa Indonesia, dimana istilah strafbaar feit terdiri dari: straf 
berartihukuman (pidana), baar berarti dapat (boleh), dan feit  berarti 
peristiwa (perbuatan). Jadi istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang 
dapat dipidana atau perbuatan yang dapat 
dipidana.(P.A.F.Lamintang,1997:181). 
Sedangkan menurut Pompe, pengertian strafbaar feit  adalahfeit 
yang strafbaar (yang dapat dipidana) strafbaar feit ada apabila unsur-
unsurnya menurut rumusan undang-undang dari feit  telah dipenuhi.Orang 
yang melakukan strafbaar feit dapat dipidana jika ada hal ikhwal yang 
menghapuskan pengenaan pidana terhadapnya. 
Selanjutnya menurut Pompe, pengertian strafbaar feit dibedakan 
dalam dua macam, yaitu: 
a. Definisi menurut teori, strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma, 
yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan 
pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum. 
b. Definisi menurut hukum positif, strafbaar feit adalah suatu kejadian 
(feit) yang dirumuskan oleh peraturan undang-undang sebagai 
perbuatan yang dapat dikenai tindakan hukum.(Pipin 
Syarifin,2000:53) 
Andi Hamzahmenyamakan strafbaar feit  dengan istilah bahasa 




a. Bahwa criminal act ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan 
kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang hukum. 
b. Criminal act juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana 
yang dinamakan criminal liability atau responsibility juga dapat 
dipidananya seseorang selain daripada melakukan perbuatan pidana 
orang itu harus mempunyai kesalan (guilt). 
Jadi perbuatan pidana dan peristiwa pidana itu hal yang beda, 
dikarenakan perbuatan pidana itu bersifat abstrak, yaitu perbuatan pidana 
adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan norma 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Disini larangan 
dijatuhkan kepada perbuatan dimana merupakan suatu keadaan atau 
kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman 
pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.(Andi 
Hamzah,1983:32). 
Menurut Soedarto menggunakan istilah pidana dengan alasan 
sudah mempunyai penilaian sosial, dan juga mengingat pada kenyataan 
bahwa dalam perundang-undangan pidana di Indonesia telah dipakai 
istilah tindak pidana tersebut. (Wawan Nurcahya, 1995 :17). 
Berikut adalah beberapa pendapat para ahli tentang pengertian 
strafbaar feit yang diuraikan oleh P.A.F.Lamintang: 
a. Simons : 
 
Strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang 
yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh 
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undang-undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat 
dihukum. 
b. Pompe : 
 
Perkataan strafbaar feit adalah pelanggaran norma (gangguan 
terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja 
telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum 
terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib 
hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 
c. Hazewinkel Suringa : 
 
Strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu 
telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap 
sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan 
menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat 
didalam undang-undang.(P.A.F.Lamintang,1997:181) 
Menurut J.E Jonkers, definisi strafbaar feit menjadi dua pengertian 
sebagai berikut:  
a. Definisi Pendek, Strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang dapat 
diancam pidana oleh undang-undang 
b. Definisi panjang, Strafbaar feit adalah suatu kelakuanmelawan hukum 
yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Jalan pikiran menurut definisi pendek 
pada hakikatnya menyatakan bahwa setiap delik yang dapat dipidana 
harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk 
undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menyalahi ketetapan 
yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun definisi yang 
panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan 
pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah 
dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur-unsur 
tersembunyi yang secara diam-diam dianggap ada.(Pipin 
Syarifin,2000:51) 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Di dalam buku II KUHPidana terdapat rumusan-rumusan perihal 
tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan,  dan di 
dalam buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu 
disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan 
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walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 KUHPidana 
(penganiayaan).Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang 
dicantumkan, mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab.Di 
samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik 
sekitar/mengenai obkjek kejahatan maupun perbuatan secara khusus 
untuk rumusan tertentu. 
Menurut Moeljatno untuk adanya perbuatan pidana harus ada 
unsur-unsur yang meliputi : 
a. Adanya Perbuatan. 
b. Yang dilarang ( aturan Hukum). 
c. Ancaman Pidana ( bagi yang melanggar). 
Perbuatan manusia saja boleh dilarang, oleh aturan hukum. 
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian 
ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dipisahkan dengan orangnya. 
Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti 
perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam 
pidana merupakan pengertian umum, yang pada umumnya dijatuhi pidana 
karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-
undang.(P.A.F Lamintang, 1997:72). 
Menurut Adami Chazawi,dari rumusan-rumusan tindak pidana 
tertentu dalam KUHPidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak 
pidana, yaitu : 
1. Unsur tingkah laku 
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2. Unsur melawan hukum 
3. Unsur kesalahan 
4. Unsur akibat konstitutif 
5. Unsur keadaan yang menyertai 
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana 
7. Unsur tambahan untuk memperberat pidana 
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 
9. Unsur objek hukum tindak pidana 
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
 
Dari 11 unsur itu, diantaranya terdapat dua unsur subjektif yaitu 
unsur kesalahan dan melawan hukum, sedangkanselebihnya berupa 
unsur objektif.adakalanya unsur melawan hukum  bersifat objektif, 
misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 
362 KUHPidana) terletak bahwa dalam mengambil itu dari luar 
persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada 
Pasal 251 KUHPidana pada kalimat “tanpa izin memerintah” juga pada 
Pasal 253 KUHPidana pada kalimat “menggunakan cap asli secara 
melawan hukum objektif”. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif 
misalnya melawan hukum dalam penipuan (Pasal 378 KUHPidana), 
pemerasan (Pasal 368 KUHPidana), pengancaman (Pasal 369 
KUHPidana) dimana disebutkan untuk mengantungkandiri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum 
pada perbuatan memiiliki dalam penggelapan (Pasal 372 KUHPidana) 
yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda 




Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum 
objektif atau subjektif tergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana 
yang bersangkutan. Unsur-unsur tindak pidana  dapat  di  bedakan  
menjadi  dua  macam unsur, yakni : (a) unsur-unsur subjektif, dan (b) 
unsur-unsur objektif. Unsur  subjektif adalah unsur-unsur yang melekat 
pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan 
termasuk ke dalamnya yaitu apa yang ada dalam pikiran dan hatinya. 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu : 
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa). 
b. Maksud atau voornemen pada satu percobaan atau poging seperti 
yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana. 
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti, kejahatan-kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan . 
d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHPidana 
e. Perasan takut, seperti dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 
KUHPidana. 
Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan 
mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur 
objektif dari suatu tindak pidana yaitu :  
1. Sifat melanggar hokum; 
2. Kualitas dari sipelaku; 
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3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 




B. Tindak Pidana Illegal Fishing 
Illegal Fishing berasal dari kata Illegal dan Fishing, Illegal 
mempunyai arti yaitu: tidak sah atau dilarang, atau perbuatan yang 
melanggar oleh undang-undang atau hukum. Sedangkan Fishing  
mempunyai arti: memancing, atau menangkap ikan. Jadi Illegal Fishing 
adalah suatu perbuatan atau cara menangkap ikan yang dilarang oleh 
undang-undang atau hukum.  
Penyebab terjadinya Illegal Fishing ialah sebagai berikut: 
1. Meningkat dan tingginya permintaan ikan (DL/LN); 
2. Berkurang/ habisnya SDI di negera lain / daerah lain; 
3. Lemahnya armada perikanan nasional; 
4. Izin/ dokumen pendukung dikeluarkan lebih dari satu instansi; 
5. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut; 
6. Lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan; 
7. Belum adanya visi yang sama antar aparatur penegak hokum; 
8. Lemahnya peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana. 
Illegal Fishing telah diatur oleh UU NO.31 Tahun 2004 tentang 
perikanan agar sumber daya ikan tetap lestari serta pemanfaatannya 
dapat optimal dan berkelanjutan. 
Pasal 8 ayat (1) (2) dan (3), Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (1) UU NO. 
31 Tahun 2004 tentang perikanan mengatur tentang larangan terhadap 
penggunaan bahan peledak, bahan beracun dan aliran listrik. 
Pasal 1 ayat 5 dalam undang-undang nomor 45 Tahun 2009 
tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang 
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perikanan adalah : “Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh 
ikan diperairan yang tidak termasuk dalam keadaan dibudidayakan 
dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan 
kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, 
menangani, mengelola, dan/atau mengawetkan”. 
Dalam hukum pidana terdapat asas lex specialis derogate legi 
generalis, yang berarti peraturan yang khusus mengesampingkan 
peraturan yang umum. Maksudnya apabila undang-undang telah 
mengatur tentang suatu tindak pidana maka tidak perlu menggunakan 
aturan yang ada dalam KUHP.Sehingga dalam perkara tentang 
penangkapan ikan dengan menggunakan bom atau bahan peledak aturan 
yang digunakan hendaknya undang-undang yang ada yaitu Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 
Tindak pidana perikanan juga dapat didefenisikan dari beberapa 
aspek yaitu : 
a. Pengertian tindak pidana di bidang perikanan diartikan dariaspek 
ruang lingkup aktivitas di bidang perikanan; 
b. Pengertian tindak pidana di bidang perikanan yang diberikan atas 
dasar modus operandi tindak pidana yang dilakukan; 
c. Pengertian tindak pidana perikanandilihat dari aspek wilayah atau 
daerah atau tempat terjadinya tindak pidana, maka tindak pidana di 
bidang perikanan dapat diartikan sebagai  tindak pidana yang 
merupakan bagian dari tindak pidana wilayah perairan. 
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 Penangkapan ikan dengan menggunakan bom/bahan peledak yang 
digunakan oleh pelaku tindak pidana atau kejahatan dengan maksud dan 
tujuan tertentu, dengan cara atau modus kejahatan yang telah 
direncanakan sehingga menyebabkan rusaknya potensi sumber daya ikan 
di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia merupakan 
perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sehingga 
digolongkan dalam tindak pidana perikanan. 
 Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang tindak 
perikanan mengatur tentang penangkapan ikan dengan menggunakan 
bom/bahan peledak berbunyi : 
“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, 
dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan 
merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di 
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana 
daimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”   
 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana 
Perikanan ini menyebutkan ancaman pidana bagi pelaku dengan 
ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 
Rp.2.000.000.000,00. 
C. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang kepentingan-
kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan 
larangan atau yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan 
kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana 
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diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau 
siksaan. Sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.Bapak 
Amir Ilyas dalam bukunya menjelaskan bahwa “pemidanaan bisa diartikan 
sebagai tahapan penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi 
dalam hukum pidana”.(Amir Ilyas, 2012 : 95). 
Menurut Satjipto Raharjo : 
Hukum bukanlah suatu institusi yang statis, ia mengalami 
perkembangan. Dapat dilihat bahwa hukum itu berubah dari waktu ke 
waktu. Konsep hukum, seperti “Rule of Law” sekarang ini tidak juga tidak 
muncul dengan tiba-tiba begitu saja, melainkan merupakan hasil dari 
suatu perkembangan tersendiri. (Satjipto Raharjo, 2006 : 213) 
Hukum menurut Achmad Sanusi  
“Hukum adalah himpunan kaidah-kaidah, berisi keharusan ataupun 
larangan tentang pengaturan masyarakat, yang memang dianut dengan 
nyata oleh masyarakat. Atau, ia adalah rangkaian gejala-gejala 
masyarakat yang terjadinya memang diharuskan terhadap pelanggaran 
kaidah-kaidah itu, atau terhadap gejala-gejala masyarakat yang 
bertentangan dengan keharusan itu, dapat dikenakan sanksi, jika perlu 
dipaksa oleh penguasa”. (Ahmad Ali, 2009 : 432) 
 Pengertian hukum pidana menurut Moeljatnoialah: 
Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku 
di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 
1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 
tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut; 
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2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan; 
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 
larangan tersebut. 
 
Berdasarkan uraian tersebut di atas dan untuk menentukan isi pokok 
dari definisi hukum pidana itu, kiranya dapat disimpulkan bahwa hukum 
pidana adalah : 
1. Hukum positif; 
2. Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan 
tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana); 
3. Hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum 
pidana (hukum acara pidana).(Bambang Poernomo, 1993 : 22) 
 
Simons dalam bukunya Leerboek v/h Nederlands Strafrecht 
berpendapat bahwa : 
Hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan-larangan 
yang diadakan oleh negara dan yang diancam suatu pidana barang siapa 
yang tidak menaati peraturan-peraturan yang menentukan syarat-syarat 
bagi akibat hukum itu dan kesemuanya peraturan-peraturan untuk 
mengadakan dan menjalankan pidana tersebut.(Rusli Effendy, 1986 : 5) 
Menurut Van Hattum  merumuskan hukum pidana positif sebagai 
berikut :  
Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti 
oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana 
mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah 
melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum 
dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya 
dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa 
hukuman.(Lamintang, 1997: 2-3). 
 
2. Teori Tujuan Pemidanaan 
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Terdapat tiga  golongan utama teori untuk membenarkan 
penjatuhan pidana atau pemidanaan: 
a. Teori absolut atau teori pembalasan 
Teori  absolut atau teori pembalasan menganggap sebagai dasar 
hukum dari pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Teori absolut 
ini dikenal pada akhir abad ke-18 dan yang mempunyai pengikut-pengikut 
dengan jalan pikirannya masing-masing seperti Stahl, Immanuel Kant, 
Herbart, Hegel,  dan lain-lain. 
Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan 
untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat.Kejahatan itu sendirilah 
yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana.Pidana secara 
mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. 
Immanuel Kant mempunyai jalan pikiran bahwa: 
Kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas 
dengan ketidakadilan pula. Karena itu merupakan tuntutan dari 
hukum dan kesusilaan, jalan pikiran ini melahirkan teori absolut dan 
dasar kesusilaan yang dipegang teguh itu dapat dinamakan “de 
Ethische Vergeldingstheorie”..(Bambang Poernomo, 1993 : 27). 
Menurut Leo Polak pidana itu harus memenuhi tiga syarat : 
1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu 
perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan 
dengan kesusilaan dan tata hukum objektif. 
2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. 
Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi. 
3. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya 
delik. Ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak 
adil.(Andi Hamzah, 1983 : 33-34) 
 
Serta menurut Utrecht antara lain dikatakan bahwa : 
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Sebagai dasar teori pembalasan pada umumnya diterima pendapat 
bahwa kejahatan sendirilah yang menurut anasir-anasir yang 
menuntun pidana dan yang tidak membenarkan pidana 
dijatuhkan.Jadi pidana tidak bertujuan mencapai suatu maksud 
yang praktis, misalnya memperbaiki penjahat.Mencapai suatu 
maksud praktis tertentu bukanlah suatu hal yang perlu diperhatikan 
dalam menjatuhkan pidana.Mencapai suatu maksud tertentu itulah 
sesuatu yang dalam pertimbangan menjatuhkan tidaknya pidana 
menjadi irrelevant.(Rusli Effendy, 1986 : 109) 
Vos  menunjukkan bahwa : 
Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan 
subjektif dan pembalasan objektif.Pembalasan subjektif ialah 
pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah 
pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di 
dunia luar. Keduanya tidak perlu ditentangkan. Selanjutnya vos 
menunjuk contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku 
yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain 
dan akan dipidana lebih berat.(Andi Hamzah, 1983 : 31) 
 
b. Teori relatif atau teori tujuan 
Teori relatif atau teori tujuan beranggapan bahwa  tujuan pidana 
ialah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta memberi 
rasa aman dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Atau Teori yang 
bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini 
berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu 
dibedakan antara prevensi umum dan prevensi khusus sebagai berikut : 
1) Prevensi Umum 
Tujuan utama yang hendak dicapai dalam prevensi umum adalah 
pencegahan yang diperuntukkan kepada masyarakat atau kepada semua 




Tujuan prevensi umum menurut : 
 Vos: 
Bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana 
yang mengandung sifat menjerakan/menakutkan dengan 
pelaksanaannya di depan umum yang mengharapkan suggestieve 
terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan 
kejahatan lagi. Jadi agar anggota masyarakat lain dapat ditakutkan, 
perlu diadakan pelaksanaan pidana yang menjerakan dengan 
dilaksanakan di depan umum. Pelaksanaan demikian menurut teori 
ini memandang pidana sebagai suatu yang terpaksa perlu 
noodzakelijk demi untuk mempertahankan ketertiban 
masyarakat.(Bambang Poernomo, 1993 : 29) 
Serta Rusli Effendysebagai berikut : 
Untuk mencegah supaya orang pada umumnya jangan melanggar 
karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalang-halangi supaya 
orang jangan berbuat salah. Teori prevensi umum mengajarkan 
bahwa untuk mempertahankan ketertiban umum terhadap kaum 
penjahat, maka penjahat yang tertangkap harus dipidana berat 
supaya orang lain takut melanggar peraturan-peraturan 
pidana.(Rusli Effendy,1986 : 114) 
Apabila setiap orang tahu dan mengerti, bahwa melakukan 
kejahatan atau melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, 
maka orang itu akan mengerti akibatnya, yang berarti  akan dijatuhi 
pidana atas kejahatan yang dilakukan. Sehingga setiap orang akan 
tercegah untuk berniat jahat dan melakukan kejahatan, sehingga di dalam 
jiwa tiap-tiap orang telah mendapat tekanan atas ancaman pidana, yang 
mengembangkan teori “psychologische zwang” dari Anselm Von 
Feuerbach dalam tahun lebih kurang 1800. Walaupun demikian ada 
kemungkinan kejahatan dilakukan kerena berbakat jahat, yang tidak akan 
mungkin menghiraukan atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus 
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disertai menjatuhkan secara konkret dan melaksanakan pidananya 
dengan nyata. 
2) Prevensi Khusus 
Prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku 
(dader) mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar 
melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.Prevensi Khusus 
ini dianut oleh Van Hamel dari Belanda 
Agar niat buruk pelaku itu dapat dicegah pencegahan itu dapat 
berupa menakutkan, memperbaiki dan mengurung si penjahat. 
Van Hamelmenunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana 
ialah: 
1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah 
penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat 
buruknya; 
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana; 
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin 
diperbaiki; 
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib 
hukum.(Andi Hamzah, 1983: 35). 
 
3) Teori gabungan 
Teori gabungan adalah kombinasi antara penganut teori 
pembalasan dan teori tujuan, yaitu membalas kejahatan atau kesalahan 
penjahat dan melindungi masyarakat; dan kedua tujuan ini disusul dengan 
memidana. 




a. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan 
maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban 
hukum; 
b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban 
masyarakat; 
c. Teori gabungan yang dititikberatkan sama antara pembalasan dan 
perlindungan kepentingan masyarakat.(Bambang Poernomo,1993 : 
31). 
 
Van Bemmelenmenganut teori gabungan dengan mengatakan: 
Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan 
masyarakat.Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara 
tujuan.Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan 
untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.(Andi 
Hamzah, 1983: 36) 
Rancangan KUHP nasional, telah mengatur tentang tujuan 
penjatuhan pidana, yaitu : 
1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 
hukum demi pengayoman masyarakat; 
2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian 
menjadikannya orang yang baik dan berguna; 
3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh, tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat; 
4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 5). 
Dalam ayat (2) pasal itu dikatakan bahwa pemidanaan tidak 
dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan 
martabat manusia. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam 
rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam 
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arti yang luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam 
masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana. 
 
3. Jenis-jenis Pidana 
Jenis-jenis pidana telah tercantum dan dijelaskan di dalam Pasal 
10Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis pidana ini juga 
berlaku  bagi delik yang tercantum di luar KUHP, terkecuali ketentuan 
undang–undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis-jenis pidana 
dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. 
Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut : 
a. Pidana Pokok 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Pidana kurungan 
4. Pidana denda 
5. Pidana tutupan  
b. Pidana Tambahan 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
2. Perampasan barang-barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim 
 
Pidana pokok dapat dijatuhkan bersama dengan pidana tambahan, 
tetapi dapat juga dijatuhkan tersendiri. Sedangkan pidana tambahan tidak 
boleh dijatuhkan tersendiri tanpa persetujuan pidana pokok. Pidana 
tambahan biasanya berupa denda. Yang berarti pidana tambahan tidak 
dapat berdiri sendiri, pidana tambahan adalah accesoir atau bersifat 
fakultatif pada pidana utama. 
Dalam rancangan KUHP baru nasional pidana tambahan 
dicantumkan dalam Pasal 57 ayat (3) yang intinya sama dengan pidana 
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tambahan ada KUHP dan ditambah poin ke – 4 yaitu pembayaran ganti 
rugi dan poin ke - 5 yaitu pemenuhan kewajiban adat. (Mardjono 
Reksodiputro, 1995: 53). 
Menurut M. Sudrajat Bassar tindak pidana terbagi atas : 
a. Tindak Pidana Materiil adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan 
dalam suatu ketentuan hukum pidana disitu dirumuskan sebagai 
perbuatan yang menyebabkan akibat tertentu, tanpa merumuskan 
wujud dari perbuatan itu; 
b. Tindak Pidana formal adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan 
dirumuskan sebagai wujud perbuatannya, tanpamempersoalkan akibat 
yang disebabkan perbuatan itu; 
c. Commisie Delict adalah tindak pidana yang berupa melakukan suatu 
perbuatan positif, umpamanya membunuh, mencuri, dan lain lain. Jadi 
hampir meliputi semua tindak pidana;. 
d. Ommisie Delict  adalah melalaikan kewajiban untuk melakukan 
sesuatu; 
e. Gequalificeerd Delict istilah ini digunakan untuk suatu tindak pidana 
tertentu yang bersifat istimewa; 
f. Voortidurend Delict adalah tindak pidana yang tidak ada hentinya. 
(M.Sudrajat Bassar 1986 : 10 – 12). 
 
 
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus semata-mata 
berdasarkan keadilan. tidak semata-mata hanya berlandaskan 
pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan bukti-bukti yang ada 
dalam persidangan. 
Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai 
pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam mengambil suatu 
putusan. Pasal 51 Rancangan KUHPidana Tahun 1999-2000 menjelaskan 
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faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan sebagai berikut : 
Kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak 
pidana, cara melakukan tindak pidana dan sebagainya. Selain itu hakim 
juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan 
bagi terdakwa sebagaimana yang terdapat pada rancangan KUHP baru 
yaitu Pasal 124 dan Pasal 126. 
Menurut Leden Marpaung putusan adalah: 
“Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan 
dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan 
atau lisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis 
tetap. Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat 
dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Dalam 
pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan 
kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah”.(Leden Marpaung, 
1992:406). 
Keputusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang 
luas, baik yang menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana 
maupun masyarakat secara luas. Keputusan yang dianggap tidak tepat, 
akan menimbulkan reaksi kontroversial sebab kebenaran dalam hal ini 
sifatnya relatif tergantung dari mana memandangnya. (Muladi dan Barda 
Nawawi Arif, 1998:52). 
Menurut Soediknobahwa: 
“Negara Indonesia menganut asas “the persuasive of presedent” yang 
menurut asas ini hakim diberi kebebasan dalam memutuskan suatu 
perkara tanpa terikat dengan keputusan hakim terdahulu seperti yang 
dianut oleh negara yang menganut asas “the binding force of 
presedent”sehingga seorang hakim dapat mengambil keputusan 
berdasarkan keyakinannya. Namun kebebasan itu tidak mutlak adanya, 
karena keputusan yang diambil harus konstitusional tidak sewenang-
wenang dan berdasarkan alat bukti yang sah”.(Soedikno, 1999:107). 
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Kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai arti bahwa 
kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak-pihak dan 
kekuasaan Negara kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. 
Disparitas sering ditimbulkan akibat dari kebebasan yang dimiliki hakim 
adalam menjatuhkan putusan. Disparitas pidana yang terjadi dalam 
pengambilan keputusan dikarenakan salah satu sebabnya adalah hakim 
di Indonesia tidak terikat dengan Yurisprudensi. 
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa segala putusan pengadilan 
selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula 
pasal dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 25 tersebut, 
hakim dalam membuat atau menjatuhkan suatu putusan, hakim harus 
mempunyai alasan dan dasar putusan serta juga harus memuat pasal 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum 
yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh karena itu hakim harus 
mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan 
terdakwa agar hakim bisa mengambil suatu alasan dan dasar putusan. 
Pasal 51 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
yang baru menyebutkan bahwa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan 
oleh hakim dalam mengambil keputusan adalah kesalahan terdakwa, 




Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil 
dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan seperti interlocutoire, yaitu 
keputusan antara atau keputusan sela. Preparatoire yaitu keputusan 
pendahuluan atau keputusan persiapan. Keputusan provisionele yaitu 
keputusan untuk sementara. 
 
   
 
 










A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data-data dan informasi-informasi yang 
diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan 
ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di 
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dan 
informasi akan dilaksanakan di berbagai tempat yang dianggap 
mempunyai data yang sesuai dengan objek yang akan  diteliti seperti, di 
Pengadilan Negeri  Makassar.  
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis, 
yaitu : 
1. Data Primer. 
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara secara langsung dengan pihak terkait untuk memberikan 
keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis. 
2. Data sekunder. 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-
dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan 
dengan materi penulisan.Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan 




C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik 
pengumpulan data seperti: 
1. Penelitian Pustaka ( Library Research ). 
Penelitian Pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah 
data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telah 
terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan 
dengan penelitian ini. 
2. Penelitian Lapangan ( Field Research ). 
Wawancara ( interview ) sehubungan dengan kelengkapan data-
data dan informasi-informasi yang akan dikumpulkan maka penulis 
melakukan wawancara dengan pihak-pihakyang dapat memberikan 
informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama 
proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder 
dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana 
Perikanan (Studi Kasus Putusan Nomor 1068/Pid.B/2011/PN.MKS) 
 
Sebelum penulis membahas mengenai penerapan hukum pidana 
materil dalam kasus putusan nomor 1068/Pid.B/2011/PN.Makassar, 
maka penulis terlebih dahulu menguraikan ringkasan posisi kasus 
pada Putusan Nomor 1068/Pid.B/2011/PN.Makassar yaitu sebagai 
berikut : 
1. Posisi Kasus 
Terdakwa SAID Bin MAKKAH, berumur  29 tahun, berjenis 
kelamin laki-laki, pada hari selasa tanggal 14 juni 2011 sekitar pukul 
14.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010, 
bertempat di Perairan Kepulauan Lanjukang sekitar ± 3 (tiga) mil laut 
sebelah utara Pulau Lanjukang Perairan Makassar atau dengan posisi 
119º03’205” BT - 04º35’115” Ls atau setidak-tidaknya pada suatu 
tempat tertentu dalam perairan wilayah Republik Indonesia dengan 
sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat 
penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan yang 
mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. 
Bahwa saat terdakwa berada di perairan Kepulauan Lanjukang 
dengan tujuan menangkap ikan diatas kapal jenis Jolloro yang 
34 
 
digunakan oleh terdakwa, saksi Kalmun Haryandi (Aparat Kepolisian 
dai Polresta Pelabuhan) menemukan 2 (Dua) buah rol selang, 2 (Dua) 
buah regulator selang, 3 (Tiga) buah kacamata selam, 1 (Satu) botol 
kemasan oli ukuran 1 (Satu) liter isi pupuk ammonium nitrate, 7 
lung/roll juju ( Pengganti korek api) ditemukan petugas di dalam air 
yang sebelumnya telah dbuang oleh terdakwa sebelum dilakukan 
pemeriksaan, perbuatan terdakwa yang menggunakannya untuk 
menangkap ikan dapat mengakibatkan timbulnya kerusakan 
ekosistem sumber daya ikan dan atau lingkungannya di Perairan 
Kepulauan Lanjukang sekitar ±3 Mil laut Sebelah Utara Pulau 
Lanjukang Perairan Makassar atau dengan posisi 119º03’205” BT - 
04º35’115” Ls. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik 
Cabang Makassar No. Lab. 715/ BHf/ VI/ 2011 tanggal 27 Juni 2011 
yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa yakni I 
Gede Suarthawan, S, Si, Hafiz Faturrahman, S, Si, Nursalam Mappa 
menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) batang tabung 
aluminium dengan panjang masing-masing 41.84 mm dan diameter 
masing-masing 7.13 mm adalah detonator buatan pabrik yang 
didalamnya mengandung senyawa mercury fulminate, 7 (Tujuh) 
batang sumbu api dengan panjang masing- masing 13.5 cm, 11.5cm, 
12 cm, 11 cm, 10 cm, 10.5 cm dan 9 cm dengan diameter masing-
masing 5.11 mm adalah sumbu api buatan pabrik, 1 (Satu) buah botol 
bekas oli berisi butiran warna putih dengan berat 1.695 gram, adalah 
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senyawa Ammonium Nitrat + solar disebut bahan peledak berjenis 
ANFO (Ammonium Nitrat Fule Oil), 2 (Dua) buah botol bekas 
minuman berisi butiran warna putih dengan berat masing-masing 505 
gram dan 215 gram adalah senyawa Ammonium Nitrat + solar disebut 
bahan peledak berjenis ANFO ( Ammonium Nitrat Fule Oil) jika 
dirangkai menjadi sebuah bom yang biasa digunakan untuk 
menangkap ikan. 
Tindak pidana perikanan mencakup segala tindakan hukum 
berupa tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh 
subjek hukum melalui proses peradilan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
 Dalam kasus ini Penuntut Umum mengajukan dakwaan 
Subsidaritas yaitu dakwan yang berisi lebih dari satu dakwaan, dan 
yang apabila Dakwaan Kesatu telah terbukti maka Dakwaan 
berikutnya tidak usah dibuktikan lagi. Terdakwa diajukan 
dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana 
diuraikan dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-
47/Pel/Ep.2/07/2011 tertanggal 19 Juli 2011, sebagai berikut : 
 DAKWAAN KESATU : Bahwa Terdakwa SAID Bin MAKKAH pada 
hari selasa tanggal 14 juni 2011 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-
tidaknya waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2011 bertempat di 
Perairan Kepulauan lanjukang sekitar ± 3 Mil laut sebelah Utara Pulau 
Lanjukang Perairan Makassar atau dengan posisi 119º03’205” BT - 
04º 35’115” LS atau setidak-tidaknya tempat lain yang termasuk 
dalam perairan wilayah Republik Indonesia, atau setidaknya tempat 
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lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Makassar 
yang berwenang untuk mengadili dengan sengaja memiliki, 
menguasai, membawa dan/atau alat bantu penangkapan ikan 
dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang dapat mengganggu 
dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan 
dengan cara sebagai berikut. 
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi 
KALMUN, dan HARYANDI (Aparat Kepolisian dari Polresta 
Pelabuhan) menemukan 2 (Dua) rol selang, 2 (Dua) buah 
regulator selam, 3 (tiga) buah kacamata selam, 1 (satu) unit  
kompresor. 
- Sedangkan 2 (Dua) botol isi pupuk ammonium nitrat, 1 (Satu) 
botol kemasan oli ukuran 1 (Satu) liter isi pupuk ammonium 
nitrat, 7 (Tujuh) buah detonator beserta sumbu api dan 1 (Satu) 
gulung/roll juju (Pengganti korek api) ditemukan petugas di 
dalam air yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa 
sebelum dilakukan pemeriksaan. 
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang 
Makassar No. Lab. 715/ BHF/ VI/ 2011 tanggal 27 juni 2011 
barang bukti yang disita dari Terdakwa telah diperiksa dan 
mempunyai kesimpulan : Barang bukti tersebut apabila 
dirangkaikan akan menjadi bahan peledak berjenis ANFO 
(Ammonium Nitrat Fule Oil) yang dapat digunakan menjadi 
sebuah bom yang biasa digunakan untuk menangkap ikan. 
- Bahwa bahan peledak /  Bom ikan yang digunakan terdakwa 
untuk menangkap ikan tersebut dapat mengakibatkan 
kerusakan berkelanjutan sumber daya ikan dan/atau 
lingkungan serta biota laut lainnya. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 85 UU    
No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan  
 DAKWAAN KEDUA :  - Bahwa terdakwa SAID Bin MAKKAH pada 
waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan 
kesatu diatas, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya 
permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu 
bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri 
dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik 
Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau 
pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan 
biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara dan / atau bangunan 
yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian 
sumber daya ikan dan / atau lingkungannyayang dilakukan dengan 
cara sebagai berikut : 
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- Membeli pupuk Ammonium Nitrat sebanyak 3 (Tiga) kilo 
dengan harga Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) 
perkilo, detonator sebanyak 7 (Tujuh) batang dengan harga Rp. 
30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan sumbu api sebanyak 
setengah meter dengan harga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu 
Rupiah) dari seorang nelayan yang tidak diketahui namanya; 
- Terdakwa merakit bahan – bahan tersebut dirumahnya, dan 
disimpan diatas kapal jenis jolloro yang akan terdakwa gunakan 
untuk menangkap ikan; 
- Setelah berada di lokasi yang telah dijelaskan di Dakwaan 
Kesatu, Terdakwa mengamati air laut mencari lokasi tempat 
berkumpulnya ikan, tak berselang lama terdakwa melihat 
petugas kepolisian yang menghampiri kapal yang digunakan 
sehingga pada saat itu Terdakwa membuang 2 (Dua) botol isi 
pupuk ammonium nitrat, 1 (Satu) botol kemasan oli ukuran, 1 
(Satu) liter isi pupuk ammonium nitrat, 7 (Tujuh) buah detonator 
beserta sumbu api, dan 1 (Satu) gulung/ roll juju (Pengganti 
korek api) ke laut; 
- Barang bukti yang disita berdasarkan hasil pemeriksaan 
Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. 715/ BHF/ 
VI/ 2011 tanggal 27 juni 2011 jika dirangkaikan akan menjadi 
bahan peledak berjenis ANFO (Ammonium Nitrat Fule Oil) jika 
dirangkai akan menjadi sebuah bom yang biasa digunakan 
untuk menangkap ikan;                                               
 Perbuata terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 84 Ayat 
1 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan jo. Pasal 53 KUHP 
 DAKWAAN KETIGA : - Bahwa Terdakwa SAID Bin MAKKAH 
pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan 
kesatu diatas tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai 
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, 
mengangkut, munisi atau sesuatu bahan peledakyang dilakukan 
dengan cara sebagai berikut : 
- Bahwa saat terdakwa berada di Perairan Kepulauan Lanjukang 
saksi KALMUN, dan HARYANDI (Aparat kepolisian dari Polresta 
Pelabuhan) menemukan 2 (Dua) botol isi pupuk Ammonium 
Nitrat, 7 (Tujuh) buah detonator beserta sumbu api dan 1 (satu) 
gulung/ roll juju (Pengganti korek api) ditemukan petugas di 
dalam air yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa 
sebelum dilakukan pemeriksaan;  
- Sedangkan 2 (Dua) rol selang, 2 (Dua) buah regulator selam, 3 
(Tiga) buah kacamata selam, 1 (Satu) unit kompresor diitemukan 
diatas kapal terdakwa; 
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- Barang bukti yang disita berdasarkan hasil pemeriksaan 
Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. 715/ BHF/ VI/ 
2011 tanggal 27 juni 2011 jika dirangkaikan akan menjadi bahan 
peledak berjenis ANFO (Ammonium Nitrat Fule Oil) jika dirangkai 
akan menjadi sebuah bom yang biasa digunakan untuk 
menangkap ikan.  
 Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 1 Ayat 
1 UUDrt No. 12 Tahun 1951 tentang Munisi atau Bahan Peledak. 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
 Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, keterangan saksi-
saksi dan Terdakwa di persidangan maka tuntutan pidana penuntut 
umu yaitu sebagai berikut :  
MENUNTUT 
 Supaya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :  
- Menyatakan terdakwa SAID Bin MAKKAH telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja Memliki, 
menguasai, membawa dan/ atau menggunakan alat penangkap 
ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan Yang mengganggu 
dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap 
ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia; 
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAID Bin MAKKAH dengan 
pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangkan seluruhnya 
selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan 
dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta 
Rupiah) subsidair 2 bulan kurungan; 
- Menyatakan : 
- 1 (Satu) unit kompresor, 2 (Dua) rol selang, 2 (Dua) buah 
regulator selam, 3 (Tiga) buah kacamata selam, dan 1 (Satu) 
unit perahu jolloro dikembalikan kepada yang berhak; 
- 1 (Satu) botol kemasan oli berisi pupuk aluminium nitrate, 2 
(Dua) botol umuran satu liter isi pupuk aluminium nitrate, 7 
(Tujuh) biji detonator, 7 (Tujuh) potong sumbu api panjang 
kurang lebih 15 cm, 1 (Satu) gulung/ roll juju ( Pengganti korek 
api) dirampas untuk dimusnahkan; 
- Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 




4. Amar Putusan 
 Mengingat dan memperhatikan Pasal 85 Undang-Undang 
Nomor : 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor : 31 tahun 2004 Tentang Perikanan ; 
MENGADILI 
1. Menyatakan Terdakwa SAID Bin MAKKAH terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ 
Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/ atau 
menggunakan alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu 
penangkapan ikan yang menggunakan dan merusak 
keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di 
Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena 
itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dan 
denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh 
Juta Rupiah) Subsidair 1 (Satu) bulan kurungan ; 
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan ; 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit compressor, 
2 (Dua) rol selang, 2 (Dua) buah regulator selam, 3 (Tiga) 
buah kacamata selam dan 1 (Satu) unit Perahu Jolloro, 
Dikembalikan kepada yang berhak. 
 Sedangkan : 2 (Dua) botol isi pupuk Ammonium Nitrat, 7 
(Tujuh) buah detonator, 7 (Tujuh) potong sumbu api panjang 
kurang lebih 15 cm, dan 1 (satu) gulung/ roll juju (Pengganti 
korek api). Dirampas untuk dimusnahkan ; 
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara 





5. Analisis Penulis Mengenai Penerapan Hukum Pidana Materiil  
Tentang Tindak Pidana Perikanan Putusan PN : 
1068/Pid.B/2011/PN.MKS 
 
 Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan 
persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka 
menurut Jaksa Penuntut Umum dakwaan pertama yang 
didakwakan kepada terdakwa tersebut dinyatakan terbukti , yaitu 
melanggar Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dengan unsur 
unsur sebagai berikut : 
a) Unsur Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan :  
- Unsur “Setiap Orang” 
Setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek 
hukum yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan 
yang telah dilakukannya. Dalam persidangan telah diperiksa 
identitas diri terdakwa Said Bin Makkah dalam kedudukannya 
sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang sehat 
jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta 
kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas 
perbuatannya melakukan tindak pidana. 
Berkaitan dengan masalah / perkara yang Penulis Bahas 
dan setelah melakukan wawancara dengan hakim yang 
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berkompeten dalam tindak pidana perikanan maka Penulis 
mendapatkan uraian tindak pidana perikanan  
- Unsur “Dengan Sengaja” 
 “Dengan sengaja” merupakan sesuatu perbuatan yang 
dikehendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya melanggar 
hukum. Dalam pembuktian unsur “dengan sengaja” harus 
memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan 
cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana. Pada kasus 
nomor 1068/Pid.B/2011/PN.MKS dapat dilihat bahwa Said Bin 
Makkah dengan sengaja dan sadar memiliki atau menguasai alat 
bantu penangkap ikan yang dapat mengganggu dan merusak 
keberlanjutan sumber daya ikan. 
- Unsur “Memiliki , menguasai, membawa dan / atau menggunakan 
alat penangkapan ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan” ; 
 “Memiliki , menguasai, membawa dan / atau menggunakan 
alat penangkapan ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan” 
ialah bahwa terdakwa secara sadar memiliki  atau menguasai alat 
bantu penangkap ikan yang akan digunakan untuk menangkap 
ikan berupa bom ikan. Yang berdasarkan fakta-fakta persidangan 
dari keterangan  saksi-saksi, keterangan terdakwa yang 
dihubungkan dengan alat bukti surat maupun petunjuk diperoleh 
suatu fakta hukum bahwa terdakwa memiliki alat penangkapan 
ikan berupa 1 (satu) kaleng oli ukuran 1 liter berisi pupuk 
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amonium nitrat, 2 (dua) botol ukuran 1 liter berisi pupuk 
ammonium nitrat , 7 (tujuh) buah detonator, 7 (tujuh) buah sumbu 
api dan peralatan selam berupa 2 (dua) rol selang, 2 (dua) buah 
regulator selam), 3 (tiga) buah kacamata selam dan 1 (satu) unit 
kompresor diatas kapal jolloro yang kesemuanya milik terdakwa. 
- Unsur “Yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber 
daya ikan dikapal penangkap ikan” 
 Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari 
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan 
dengan alat bukti surat maupun petunjuk dapat diperoleh suatu 
fakta hukum bahwa benar untuk cara menangkap ikan dengan 
menggunakan bom dapat merusak dan mengganggu keberlajutan 
serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang tidak 
saja mematikan ikan secara langsung tetapi dapat pula 
membahayakan kesehatan manusia serta merugikan nelayan dan 
pembudidaya ikan dimana dalam hal ini terdakwa menggunakan 
kapal jolloro untuk menangkap ikan. 
- Unsur “ Diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia” 
 Yang dimaksud dengan pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia yaitu Laut territorial Indonesia beserta perairan 
kepulauan dan perairan pedalamannya. Dari fakta-fakta yang 
terungkap di persidangan terdakwa menangkap ikan di Perairan 
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Lanjukang ± 3 Mil Laut sebelah Utara Pulau lanjukang Kec. Ujung 
tanah Kota Makassar atau dengan posisi 119˚ 03’ 205” BT - 04˚ 
35’ 115” LS yang merupakan wilayah perikanan Republik 
Indonesia. 
 Dapat dilihat bahwa Terdakwa Said Bin Makkah 
berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya 
dan secara sadar melakukan kejahatan dan pantas untuk 
menerima hukuman 
 Ancaman pidana dalam Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
denda paling banyak sebanyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar 
rupiah) dan Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda 
sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
subsidair 1 (satu) bulan kurungan. 
 Penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan hakim 
kepada terdakwa sudah tepat dikarenakan Jaksa Penuntut Umum 
hanya menuntut pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 
dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta denda 
sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). 
Hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya bermuara pada surat 
dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di 
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persidangan, karena sesuai dengan fungsinya, bagi Hakim surat 
dakwaan menjadi pedoman dalam pemeriksaan sidang dan 
sekaligus menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan.    
B. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana 
Perikanan Putusan PN : 1068/Pid.B/2011/PN.Mks 
 
 1. Pertimbangan Hakim  
  Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 
85 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ; 
  Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara 
sah menurut hukum , dan oleh karena itu maka barang bukti 
tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ; 
  Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 
saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut masing-masing dibawah 
sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : 
 1. Saksi MUH.MADONG BIN SAMPARA : 
-  Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 juni 2011 
sekitar pukul 14.00 Wita di Perairan Lanjukang ± 3 Mil dari 
laut sebelah Utara pulau Lanjukang, Kec. Ujung tanah kota 
Makassar ; 
- Bahwa yang menemukan Terdakwa adalah petugas 
Kepolisian yang datang memeriksa kapal tersebut dan 
menemukan 1 (Satu) kaleng oli ukuran 1 (Satu) liter berisi 
pupuk ammonium nitrate, detonator, sumbu api, dan 
peralatan selam berupa 2 (Dua) rool selang, regulator selam, 
kacamata dan kompresor ; 
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi di atas perahu 
jolloro milik Terdakwa ;  




- Bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa 
untuk menangkap ikan 
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, 
Terdakwa membenarkannya ; 
2. Saksi BANNUNG BIN SIDO 
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2011 
sekitar pukul 14.00 Wita di Perairan Lanjukang ±3 Mil dari 
laut sebelah Utara pulau Lanjukang, Kec. Ujung Tanah Kota 
Makassar ; 
- Bahwa yang menemukan Terdakwa adalah petugas 
Kepolisian yang datang memeriksa kapal tersebut dan 
menemukan 1 (Satu) kaleng oli ukuran 1 (Satu) liter berisi 
pupuk ammonium nitrate, detonator, sumbu api, dan 
peralatan selam berupa 2 (Dua) rool selang, regulator selam, 
kacamata dan kompresor ; 
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi di atas perahu 
jolloro milik Terdakwa ;  
- Bahwa Saksi bertugas untuk menjalankan mesin Perahu 
jolloro 
- Bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa 
untuk menangkap ikan 
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, 
Terdakwa membenarkannya ; 
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan 
keterangan sebagai berikut : 
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin pada 
tanggal 14 Juni 2011 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di 
Perairan lanjukang ±3 Mil Laut sebelah Utara pulau 
Lanjukang, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, 
Terdakwa ditahan karena membawa bom dan peralatan 
selam yang digunakan untuk menangkap ikan ; 
- Bahwa Perahu yang digunakan Terdakwa adalah milik 
Terdakwa sendiri ; 
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- Bahwa barang bukti yang didapat oleh Petugas Kepolisian 
berada di atas Perahu jolloro milik Terdakwa ; 
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membawa bom 
penangkap ikan dilarang ; 
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan 
membawa bom penangkap ikan tersebut ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, 
Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka 
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Juni 2011 sekitar 
pukul 14.00 WITA bertempat di Perairan Lanjukang ± 3 Mil 
laut sebelah Utara Pulau Lanjukang, Kec. Ujung tanah kota 
Makassar atau dengan posisi 119º03’205’’ BT- 04º35’115’’ 
LS, Polisi yang sedang patroli melakukan interogasi 
terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap 
kapal yang digunakan oleh Terdakwa ; 
- Bahwa benar Terdakwa mengakui belum menggunakan alat 
peledak tersebut namun untuk menangkap ikan dengan 
menggunakan bom yang telah dirakit sebelumnya ; 
- Bahwa benar akibat lain dari bom tersebut yakni merusak 
terumbu karang dan biota laut di sekitar ledakan ; 
- Bahwa benar 1 (Satu) kaleng oli ukuran 1 (Satu) liter berisi 
pupuk ammonium nitrate, 2 (Dua) botol ukuran 1 (Satu) liter 
berisi pupuk ammonium nitrate, 7 (Tujuh) buah detonator, 7 
(Tujuh) buah sumbu api dan peralatan selam berupa 2 (Dua) 
rol selang, 2 (Dua) buah regulator selam, 3 (Tiga) buah 
kacamata selam, dam 1 (Satu) unit kompresor diatas kapal 
yang kesemuanya milik terdakwa ; 
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang 
berwenang atas kepemilikan bom ikan tersebut ; 
 Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah 
Dakwaan subsidaritas yang menurut acaranya jika Dakwaan Kesatu telah 
terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak usah dibuktikan lagi ; 
 Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum 
melanggar Dakwaan kesatu melanggar pasal 85 Undang-Undang NO. 45 
Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 
Tentang Perikanan ; Atau kedua Melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-
Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 
47 
 
No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 53 KUHP ; atau ketiga 
Melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951 
Tentang Munisi atau bahan peledak ; 
Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
1. Setiap orang ; 
2. Dengan sengaja ; 
3. Memiiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat 
penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan ; 
4. Yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di 
kapal penangkap ikan ; 
5. Diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di 
atas unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik 
Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan 
ikan dengan menggunakan bahan kimia alat dan/ atau cara dan/ atau 
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungan 
telah terbukti menurut hukum ; 
 Menimbang, bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum dalam Dakwaan kesatu Melanggar Pasal 85 Undang-
Undang No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 
31 tahun 2004 Tentang Perikanan ;Atau kedua Melanggarr Pasal 84 ayat 
1 Undang-Undang No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 31 tahun 2005 Tentang Perikanan Jo Pasal 53 KUHP Atau 
ketiga Melanggar Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Drt No.12 tahun 1951 
tentang Munisi atau bahan peledak telah terbukti maka terdakwa harus 
dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ; 
 Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, 
Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal dan keadaan yang meniadakan 
ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan 
pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa adalah dalam 
keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah 
diperbuatnya ; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas 
maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut 
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dalam Dakwaan Primair, dan Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana 
setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ; 
 Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan 
dijatuhkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ; 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program Pemerintah dalam 
melestarikan ekosistem yang ada di perairan, serta termasuk dalam 
habitat dari biota yang hidup di perairan tersebut khususnya ikan ; 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; 
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; 
- Terdakwa belum pernah dihukum ; 
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit 
Kompressor. 2 (dua) rol selang, 2 (dua) buah regulator selam,3 (tiga) buah 
kacamata selam dan 1 (satu) unit Perahu Jolloro dikembalikan kepada 
yang berhak, sedangkan ; 
1 (satu) botol kemasan oli berisi pupuk aluminiumnitrate, 2 (dua) botol 
umuran satu liter isi pupuk naluminium niteral, 7 (tujuh) biji detonator, 7 
(tujuh) potong sumbu api panjang kurang lebih 15 cm, 1 (satu) gulung/rppl 
Ju.ju (Pengganti korek api). Dirampas untuk dimusnahkan ; 
 Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena itu 
Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara 
dibebankan kepada Terdakwa ; 
 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama 
pemeriksaan perkara berlangsung maka lamanya Terdakwa di tahan 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah 






2. Analisis Penulis Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dalam 
Memutus Tindak Pidana Perikanan 
  Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana 
perikanan hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Menurut 
analisis penulis, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 
tindak pidana perikanan menggunakan pertimbangan yang bersifat 
yuridis dan non-yuridis. 
  Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan 
hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam 
persidangan atau faktor-faktor yang terungkap di dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal 
yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat 
yuridis ialah sebagai berikut :  
 a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
 b. Keterangan saksi   
 c. Keterangan terdakwa 
 d. Barang-barang bukti 
 e. Pasal-pasal dalam UU Perikanan 
  Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam 
menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non-
yuridis. Pertimbangan non-yuridis ialah antara lain sebagai berikut : 
 a. Akibat perbuatan terdakwa 
 b. Kondisi diri terdakwa  
50 
 
  Setiap putusan hakim senantiasa dimuat hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan pidana. Oleh karena itu, dalam 
putusannya Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan Terdakwa. 
  Menurut analisis penulis, berat ringannya pidana yang 
dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang 
menjadi niat, motivasi, dan akibat perbuatan si pelaku. Tiap 
putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa 
tentunya harus sesuai dengan pasal yang didakwakan dalam arti 
batas maksimal dan batas minimal sehingga hakim dianggap telah 
menjalankan dan menegakkan Undang-undang dengan benar dan 
tepat. Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara 
dan pidana denda, penulis menganggap sudah tepat, karena ada 
juga keyakinan Hakim, dimana Hakim juga mempertimbangkan 
kondisi diri Terdakwa baik secara sosiologis dan psikologis serta 
status sosial terdakwa.  
  Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan juga 
merupakan dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana 
agar di kemudian hari si terpidana tidak melakukan kejahatan atau 
tindak pidana di kemudian hari sehingga dapat menjaga kelestarian 
sumber daya ikan. Disamping itu putusan Hakim juga diharapkan 
dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana perikanan. 
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Sehingga menurut penulis putusan Hakim yang dijatuhkan kepada 







A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian diatas, maka yang dapat penulis simpulkan  
dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tindak 
pidana perikanan dalam putusan nomor : 
1068/Pid.B/2011/PN.Mks. sudah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 
85Undang-Undang No. 45 tahun 2009 Tetang Perubahan atas 
Undang-Undang NO. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan. 
Berdasarkan  fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, 
keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, dan terdakwa 
dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan 
mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 
1068/Pid.B/2011/PN.Mks telah sesuai. Berdasarkan 
penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan 
alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, 
pertimbangan-pertimbangan non-yuridis, hal-hal yang 
meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta 
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memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat 
dengan keyakinan hakim 
 
B. Saran  
Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini, sebagai berikut : 
1. Hendaknya dalam penjatuhan sanksi aparat penegak hukum 
(Jaksa Penuntut Umum dan Hakim) lebih mempertimbangkan 
efek jera bagi si pelaku dan mencegah orang lain atau siapa 
saja untuk melakukan tindak pidana perikanan sehingga 
mungkin dalam tuntutannya menuntut sanksi yang maksimal, 
dan menjatuhkan putusan yang semaksimal mungkin. Hal ini 
diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana di bidang 
perikanan. 
2. Sebaiknya ada tindakan dari aparat hukum atau instansi terkait 
yang lebih berperan pada pencegahan sebelum tindak pidana 
itu dilakukan. Misalnya, dengan seringnya mengadakan 
penyuluhan atau seminar kepada masyarakat tentang 
pengertian hukum serta konsekuensi yang didapatkan apabila 
melanggar hukum. 
3. Sebaiknya Pengadilan Perikanan dibentuk di tiap-tiap daerah 
dibawah Pengadilan Negeri dimasing-masing daerah sehingga 
penanganan tindak pidana perikanan dapat lebih efektif 
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4. Sebaiknya pihak-pihak yang terkait di bidang perikanan, 
bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang menjual 
bahan-bahan kimia yang dapat dijadikan sebagai bom ikan 
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